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ABSTRAK:  Pengelolaan izin usaha industri dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri 

secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur 

perindustrian daerah. Bahwa pengelolaan usaha industri yang berada di daerah 

merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawa 

 UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 tahun 1984; UU No.1 Tahun 

1987; UU No.8 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU 

No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.28 tahun 2009; UU No.32 

Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.17 Tahun 1986; 

PP No.13 Tahun 1995; PP No.25 Tahun 2000; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 

Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 2012; Perpres No.28 Tahun 

2008; Perpres No.36 Tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2011. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan usaha 

industri; maksud dan tujuan; pengelompokan dan pengusahaan; ketentuan izin 

usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri; kewenangan pemberian 

IUI, izin perluasan dan TDI; kewajiban pemegang IUI, izin perluasan dan TDI; 

pembinaan, palaporan, dan pengawasan; peringatan, pembekuan dan 

pencabutan; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan peralihan; serta 

ketentuan penutup terkait pengelolaan usaha industri 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012. 

 22 halaman 

 


